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ABRSTRAK

el pidana korporasi pids pwaliyn dikenal pada tihon 1951 vaite datam Undang-Undizng Penimbunan barang-
samp clan muatad dikenal dadam Undang-undang nomor 7 D Tahon 1955, Selanjutnya dapat ditemukan dalium Undang-undang
w23 Tadian 19097 Tentang, Pengeloluan Lingkungan Hiduop, Meskipen secara umom dalam Pasal 39 KUHP, subjek tindak
g v dinkui adalah ormng sedang korporasi belum sebagai subjek findak pidana belum dikenal. Desgan diterimanya
pored sebugai suhjek tndak pidana menimbulkan permasalaban khususays menyanpkut pertanggungjavatian pidana
porzsi, Dakiun benyatuannya pilak kareawan selaly diknombing hitwnkan untuk beranggeng jawab. Berdasarkan hal inilih
s mengneka peoasalahan wentang | -Bagaimenakah bentok perbuatan melawan ko datan lindek pidana lingkungin
e 31 Apa sapkah podel pertanggongiovaban pidann korpornsi 3y Kendaly apakah yang dihadapi dalam
gz jawabay pidann komoresi dafim tindek pidasa Bngkungan hidup? Unluk menjiawaly permasalahan distas penolis
gskan metede penelitan nommtif, dengan mengaunokan data sekunder, Sehingga penulis mendapal Jawahian dasi
rrsaliban yaite baliea bentuk perhuatan melawen hukum formil merupakan bentuk perhuatan melowan hukum yang
crapkan untk mermbukiikin seseornng bersalah. Dalun tindak pidans lingkungan hidup berdusarkan pada Undeng-undang
w23 Tihn 1997 dik lasifkasikan dnlam Pasal 41, 42, 43, 44, dan Pasal 45, Model pertznggungjawaban pidana dikenal ada
st penparus Borporms vang berhuat penguruslah yane bertanggungjawih, korporasi sehagai pembual dan penguruslsh vang
e gunajawab, dim korponest vang berbuat dan jugn sebagai yang bertanggengizwahb. Sedang kendala yang difadapi dalam
Tunggunzjaehin pieima koeporasi meliputi - kendala strecturel dan eknis, Kendala ini lehih mengace pada peraturin it
wlirs kagena hanen perbustim meliwan hukm formil seja yang digunokan untuk menentukan safah aia tidaknya seseomeng.
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BAB I
PENDAHULUAN

A, Latar Belabang Masalah

Hukum pidana yang dizgnot di Indonesia awaloya hanyva mengenal bentok
peronpeungiawahan pidana pada orang sebagai pelaku fsik dalam perbuatan
melawan hukuem, Dalam perkembangannya muncul berbagai bentuk kejahatan
komarsi vang justry bentuk pertanpgungjawabannya tidak dapat dibehankan pada
sesearnng melainkan badan hukum atau dikenal korporasi,

Dalam tindak pidn‘n:t lingkungan hidip, pelakunya merupakan banyak orang
denpan berhagai tingkatan tugas don anggungjawab pekerjaan, Fenunjukan karporasi
sehagni pefaku dalam tindak pidana lingkungan hidup vait termuat dalam Pasal 46
Ayt 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun [997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
idup. Pengertian korporasi merupakan terminologi vang berkaitan erat dengan
istilh hadon hukum (rechiperson), Walaupun secara umum dalam KUHP vaitunya
I*asal 59, subjek tindak piduna korporasi belum dikenal. Munculnya kerporasi sehaga
subjek  tindak pidana vaitu dalam Undang-undang Drt Noo 7 Tahun 1955 Tentang
Tineak Pidana Ekonomi.

Berlakunva ketentuan hukum pidana lelap memperhatikan asas subsidiaritas
vaitn hahws hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sunksi bidang hukum
lain tidok cfekiil' Dalam pencgakan hukum lingkungan selain dilibal dar bukum

administrasi don hukum perdata juga dapat ditegaskan sanksi yang termunt dalam

"Penjelasan Umuam Mo.7 Undang-undang Momor 23 Tabun 1097
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hukum pidana, Peningkatan pendovagunaon berbagai ketentuan hokum dilakukan
haik melalui hukum administros, bukum perdste maupun hukom pidana dan usaha
untuk mengelektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.,

Hukum lingkungan pidana tidak hanya ditentukan oleh sanksi pidona tapi juga
konsep perangpungiawahan pidana karena masalah pencemaran lingkungun berasal
dari kepiolon usaha yang didalamnya teedapat banyak orang dengan  berbagai
tingkalan tupas dan tanggungjawab pekerjpan, Dinepara common faw scorang
pemimpin perusshaan atas majikan dapat dipidana karena perbuatan Karyawannya
fvigariony Mabifing).

Sanksi pidana schagai sarana penegakan bukum lingkungan pidana dapat
mendorong lahirmya prakick kegistan wsaha yang berwawasan lingkungan, Tapi
dalom kenyasannya penegakan hukom lingkungen pidana terkesan tidak dapat
ditegakkan secarn optimal, kesulitan yang muncul diantaranya para pelaku yang
merupaken  suate korporasi yang  menyulitkan dalam hal  perlangpungjasaban
pidananya karena sulitnya mencari otak pelaku dari kejahatan atas tindek pidana
lingkungan hidup. Tak jerong dalam beberapa kasus pihak karyawanlah yang selalu
dikambinghitamkan untuk berangpunpjawab atas pencemaran vang dilakukan oleh
perusahran sehapai tempat kegiatan usaha vang dilakukannya.”

Maka sebenarnva  tuntuian pidana tidak hanya dismahkan pada karyawannya
sajn schapn peluku Bsik dalam perbuaton pencemaran atau perusakan lingkungan.

sehapaimana terjadi pada kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT.Surabaya

*Takdir Rabmaci, {20035, Hakem Pespefolaas Bakar Serbahava don Beracen, Afrlangga, Surabaya,
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Mekabox herdusarkan putusan pengadilan peperi Gresik nodd4/Pid B 1995/pnais, 2
Mei 14965

alum peraturan perundangan sebenarnya telah ditegaskan dalam Pasal 29
Undang-LUndang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
dimana pada syl | berbunyi “Menteri berwenang memerintehkan penanggungjawab
usabn dand atae kegiatan untek melakukan aodit lingkungan hidup apabila vang
bursangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang ini™.

Apabila suntu ka:au.:-'. tidak dapat dinaikkan menjadi tingkatan sengketa maka
kosus tersebut sulit diselesaikan kecuali wda unsuer tindak pidananya. Tuntutan tidak
hanye digjukan kepada pihak vang mempunyei polensi pencemaran tetapi juga
nstansi  pemerintzh.  Instansi pemerintah dianpgap bertangpungjawab  atas
kelalaisnnys membiarkan terjadinya pencemaran. Mamun perhuatan yong dapat
dikenni sunksi pidona harus memenuhi 2 unsur yaknd ety rens oo wasure esensiol
dari kejuhatan dan mensrees atau keadaan sikap batin?

Kestlahan  merupokan bagion  pertanppungiawaban menvangkut  dapat
dipidinanys pemboat delik. Dolam tindak pidana lingkungan hidup karenn pelaku
ncdalul korporasi maka pertangungjawaban pidananya termuat dalem Pasal 15 Ayat |
Undang-undang D Tahun 1955 yang isinya sama dengan Pasal 46 Ayat | Undang-

undang, No23 Tehen 997 Tentang Penpelolaan Lingkungan Hidup yang berbuny
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Jika suatu tindak pidana ckonemi dilakukan oleh atau atas nama baden hukam, sust
prrseroan, suale perserikatan, orang fSuale yayasan maka tuntutan pidana dilakukan
dlun hukumun pidana serta tindakan tala tertib dijstubhken baik terhadap badan hukum
perseroan, perserikatandvayasan e baik pidenn ekonomd! yang bertindek sebagai
pinpinan perbuatan Skelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya,

Pelaku vang merupakan kerporasi menyulitkan dalam pertanggungjowaban
pidana, ancaman hukeman yang begitu ringan dan tidak memadai dibandinpgkon
akihat wang ditimbulkan pelaky terhadap lingkungan yang menjadi bagian dari
kehidupan masyarakal. Ilu.l'anjz,km dari mumuesan itoleh penulis ingin mengetahui apa
sujnkah benuk-lentuk perbustan melawan hukum dolam tindak pidana lingkungan
lhidup, bagaimanakah model pertanggungjawaban pidana korporasi schagal pelaku
perbuatan melwwan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup. hambatan apakah
vang ditemukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku. Dari hal
itulalh yang memicy penulis untuk mengangkat persoalan diatas dalam bentuk skripsi
dengan judul “PERTANGGUNGIAWARAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI

PELAKU DALAM TINDAK PIDARA LINGKUNGAN HIDLUP*



BAR IV

PENUTUP

AL Kesimpulan
{. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan
[ Taclupe
Perbuatan melawan hukum yang menjadi alasan dapat dipersalahkannya seseorang
dan korporasi dalam tindak pidana pidana lingkungan hidup dari kasus yang telah
dimmpkat maka kasus p&rm‘cmamn sungai del ini merupakan elemen melawan hukom
vany lerdapat dalom Pasal 41 ULUPLH yaitu adanya unsur sengaja dan benar-benar
terbukti elah terodinya pencemaoran dan perusakan terhadap lingkungon, Sedang
kasus pencemarsn oleh PT Swdomakmur dan PT. Sidomulve dan Pencemaran air kali
Surabaya adalah elemen melawan hukum dalam Pasal 42 vaitu unsur kelalaian yang
secarn sadar mengetahui  tindakannye  akan  mendatangkan  hahoya  terbadap
lingkungan. Kasus pemasukan don pembuanpan limbah digpolongkan dalam elemen
melawan  hukum dalam Pasal 44 karena telah mengakibatkan pencemaran dan
pemisnkan lingkungan yailue meskipun izin pembuangan limbaeh telah ditolek namun
ictop melakukan kepiatan pembusnpan imbah, Kasus pembuksan fahan denpan
pembakaran yoite elemen melawan hukum dalam Pasal 43 vaite dilakukan atas nama
bzlan hubkum.
2 Maodel persnggungiawaban pidana korporasi sebagai pelako  perbuatan

melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup
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